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Dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agrariayang dikenal dengan UUPA padatanggal 24 September 1960, sistim Administrasi Pertanahan di
Indonesia telah mempunyai landasan hukum yang pasti dan jelas. Berdasarkan Penjelasan Umum [1
disebutkan bahwa: UUPA berpangkal pada pendirian, bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam
Pasal 33 Ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia 1945 tidak perlu dan tidak pada tempatnya bahwa Bangsa
Indonesia ataupun Negara bertindak sebagai pemilik tanah.

Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menganalisa mengena sewa menyewa
tanah Barang Milik Negara dalam rangka optimalisasi dan pendayagunaan aset / kekayaan negara yang
secara langsung atau tidak dikuasai oleh Kementrian Negara, Instansi Pemerintah dan lembaga
pemerintahan non departemen, didapati telah terjadi sewa menyewa diatas tanah yang merupakan Barang
Milik Negara/ Daerah yang didukung dan dilandasi oleh peraturan-peraturan yang menguatkan secara
hukum. Hal ini bertentangan dengan konsep Hukum Tanah Nasional. Karena menurut konsep Hukum Tanah
Nasional, Negara tidak dapat menyewakan tanah yang berada dibawah penguasaannya, karena Negara
bukanlah pemilik tanah. Sehingga sebaiknya dapat diciptakan Undang Undang atau peraturan yang akan
mengatur secara komprehensif dalam rangka menjembatani antara konsep hukum Tanah Nasional dengan
pel aksanaan pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah agratercapai kepastian hukum dalam bidang
pertanahan.

<hr><i>With the enactment of Law No. 5 of 1960 on the Basic Regulation of Agrarian known as UUPA on
24 September 1960, Land Administration system in Indonesia has had a clear and legal basis. Based on
General Explanation Il stated that: UUPA rooted in the establishment, that in order to achieve what is
specified in Article 33 Paragraph 3 of the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 is unnecessary and
out of place that the Indonesian nation or the State acting as the owner of the land. The subject of the State
of the Republic of Indonesia, isall Indonesian people.

By using normative juridical research method to analyze the lease of land State Property in order to optimize
and utilization of assets/ wealth of the country are directly or indirectly controlled by the Ministry of State,
Government Agencies and institutions of non-departmental government, found to have occurred lease on
land the State / Regional supported and guided by rules that strengthen legal. Thisis contrary to the concept
of the National Land Law. Because according to the concept of the National Land Law, the State is not able
to lease the land under their control, because the State is not the owner of the land. So it should be created
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Act or the regulations that will regulate in a comprehensive manner in order to bridge the gap between the
concept of the National Land law implementation in State / Region in order to achieve legal certainty in the
land sector.</i>



